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KATA PENGANTAR

Tim peneliti konsep kepemilikan tanah dan ruang
bagi bangsa Indonesia ditinjau dari ajaran hak asasi
manusia yang memperoleh dana hibah pada penelitian
kategori PDUPT dari Dikti pada Tahun Anggaran 2019
menerbitkan buku Yurisprudensi Mengenai pertanahan
Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah (Konsep
Pembatalan Hak Atas Tanah (Konsep Pembatalan Hak
Atas Tanah Dilengkapi Dengan Yurisprudensi).

Buku ini berisi Konsep Pembatalan hak atas tanah
dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan
Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap (Iwkracht van
gewijsde), baik yang ditolak atau dikabulkan oleh
pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali (PK), sébagaimana terdapét dalam
Hukum Acara Tata Usaha Negara maupun dalam
Hukum Acara Perdata.

Beberapa substansi yang menjadi fokus pembahasan

terdiri dari:
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1. Konsistensi putusan-putusan pengadilan di
bidang Hukum Tanah khususnya mengenai
Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah

2. Kiritik atau komentar terhadap putusan-putusan
pengadilan yang ada berdasarkan kaedah atau
norma Hukum Pertanahan yang berlaku.

3. Masukan-masukan 'tentang penerapan aturan-
aturan pertanahan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara

Penyusunan buku bertujuan untuk mengukur tingkat

efektifitas dan kesesuaian putusan pengadilan mengenai
pertanahan terhadap penerapan peraturan perundang-
undangan khususnya (Lex Specialis) dengan pearaturan
perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai

pertanahan terkait pembatalan sertifikat hak atas tanah.

Bandung, September 2019
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